BIAYA TRANSAKSI EKONOMI BADAN USAHA MILIK DAERAH :
Studi Kasus Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Persahaan Daerah dan
Perseroan Terbatas di Lingkungan DKI Jakarta
(Oleh: Drs. Sodjuangon Situmorang, MA)

1. LataBelakangMasalah Subsidi Daerah Otonom (SDO), Program Bantuan
Inpres serta Sembangan dan Ganjaran. Sedangkan
Sejak akhir PELITA V semakin banyalperanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam
muncul sorotan terhadap peranan Badan Us APBD Tingkat | dan APBD Tingkat Il masih
Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomigrelatif kecil, yaitu sebesar 26,15% untuk APBD
nasional dan peranan Badan Usaha Milik Dae Tingkat | tahun anggaran 1993/1994 dan sebesar
(BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, bi11,59% untuk APBD Tingkat Il tahun anggaran
dari kalangan ekonom maupun masyarak1993/1994 (BPS,1995a:xxiv;1995b:xix).
Munculnya sorotan tersebut karena apa yang se Salah satu alternatif yang dianggap dan
normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalar diharapkan masih cukup potensial untuk mengisi
menjalankan misi sebagai sumber pewndapekelangkaan sumber-sumber keuangan Pemerintah
Negara atau Daerah (profit making) dan sebaPusat dan Pemerintah Daerah tersebut adalah dari
penyedia pelayanan umum (public serviceeuntungan dan/atau hasil penjualan saham BUMN
belum menunjukkan kinerja yang me in ua skedan BUMD. Walaupun anggapan dan harapan
(Rachbini, 1994-:46-48). yang demikian sudah sering dilontarkan oleh para
Semakin berkurangnya pendapatan negpejabat Pusat dan Daerah dan berbagai
dari sektor minyak dan gas bum! setel:kebijaksanaan tentang pembinaan  dan
berakhirnya periode "boom minyak" dan semalpengembangan BUMN dan BUMD telah
membengkaknya jumlah hutang Iluar negdikeluarkan dan dilaksanakan, namun hingga saat
Indonesia  kepada  negara-negara  dorini BUMN dan BUMD belum dapat berperan
mengakibatkan beban APBN dalam mencisebagai salah satu sumber keuangan yang berarti
hutang-hutang luar negeri bertambah beiatau menentukan (significant) bagi masing-masing
Misalnya pada tahun anggaran 1995/19APBN, APBD Tingkat | dan APBD Tingkat Il
Pemerintah harus menyisihkan dana sebesar yang besangkutan (Departemen Keuangan, 1995).
17.896,1 miliar dari APBN vyang seluruhnyHal tersebut terjadi karena kinerja yang
berjumlah Rp. 78.024,2 miliar atau 22,93% untditunjukkan oleh BUMN pada umumnya belum
membayar hutang-hutang luar negeri (Departer memuaskan (Rachbini, 1994:49).
Keuangan, 1995). Keadaan ini semal Melihat kondisi dan potensi yang demikian,
menyadarkan Pemerintah akan kelangkaan surbaik Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun
sumber keuangan untuk membiayai kegiatmasyarakat sangat mengharapkan dilakukannya
kegiatan nitin dan pembangunan yang menjupaya-upaya peningkatan kinerja BUMN dan
tanggung jawab Pemerintah serta mendor(BUMD antara lain melalui peningkatan efisiensi,
Pemerintah untuk mencari alternatif sumbiproduktivitas dan keuntungan sehingga dapat
sumber keuangan lain di luar sektor minyak dberperan sebagai salah satu sumber keuangan yang
gas bumi. penting bagi Negara dan Daerah.
Dampak dari kelangkaan sumber-sumber keuan Keyakinan tentang adanya peluang BUMN
tersebut tidak hanya dirasakan oleh Pemerinmenjadi salah satu sumber keuangan yang potensial
Pusat, tetapi hal ini lebih dirasakan oleuntuk menunjang APBN dan/atau untuk membayar
Pemerintan Daerah Tingkat | dan Pemerinthutang-hutang luar negeri Indonesia, juga
Daerah Tingkat Il dalam rangka pembiayadikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam
kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan pidatonya pada tahun 1995 (Sekretrariat Negara,
daerah. Sementara itu, porsi Subsidi dan Bant1995). Meskipun pernyataan-pernyataan Presiden
Pemerintah Pusat selama ini masih mendomirtersebut belum dituangkan ke dalam suatu
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Da¢kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan
(APBD) di hampir semua Daerah Tingkat | deyang mengikat masyarakat, ucapan Kepala Negara
Daerah Tingkat Il. Sumber-sumber keuangini oleh Stephen X K. Walters(1993) disebut
Daerah yang dominan saat ini berasal dari sebagai jawboning, yaitu suatu himbauan atau
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permintaan verbal dari seorang tokoh yang sarmi si utama dari Perusahaan Daerah adalah untuk
berpengaruh, seperti Presiden. Jawboning mencari keuntungan dan memberikan pelayanan

dikategorikannya sebagai salah satu "tools umum. _ o
regulations”. Untuk mengetahui  kontribusi BUMD

Potensi BUMN dalam  mencicilkepada APBD Tingkat | dan APBD Tingkat Il
pengembalian hutang-hutang luar negeri Indon¢antara lain dapat diketahui dari gambaran disfribus
kepada negara-negara donor sudah mulai tarrrealisasi penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat |
dalam kasus penjualan saham PT. INDOSAT dan Pemerintah Daerah Tingkat Il menurut jenis
pasar modal mternasional baru-bam ini. Haragpengeluaran yang diterbitkan oleh BPS Pusat,
seperti terhadap BUMN tersebut juga penuyaitu pada tahun anggaran 1993/1994 kontribusi
harapkan dari BUMD (Suara PembarusBUMD pada APBD Tingkat | sebesar 0,38% dan
1995:247), karena sebagian BUMD memilik as:;pada APBD Tingkat Il sebesar 0,33% (BPS,
dan skala usaha yang cukup besar, sepl995axxiv, 1995b:xix).

Perusahaan Daerah  Air  Minum, Bank

Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Mengingat pentingnya misi atau fatwa yang

bergerak di bidang Real Estate, dan l:diberikan oleh dua Undang-Undang di atas kepada
sebagainya. Hingga sekarang harapan-harapailBUMD, yaitu untuk berperan sebagai salah satu
belum menjadi kenyataan karena BUMD belusumber Pendapatan Daerah dalam membiayai
mampu berperan sebagai sumber keuankegiatan rutin dan pembangunan Pemerintah
Pemerintah Daerah yang berarti. Begitu piDaerah, dan dikaitkan dengan kelangkaan sumbcr-
dengan rnutu pelayanan yang diberikan kep:sumber keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah
masyarakat, ~ masih perlu diperbaiki at:Pusat akhir-akhir ini, niaka upaya atau langkah-
ditingkatkan. langkah penyehatan dan peningkatan kinerja

Dasar hukiun pembentukan BUMD cBUMD agar lebih ammpu menigngkatkan
Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomckontribusi kepada APBD Tingkat | dan APBD
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Tingkat Il menjadi lebih strategis. Mengingat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentapotensi BUMD yang cukup besar dan adanya
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Menu pehiang untuk meningkatkan kinerja BUMD di
ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 talmasa mendatang, membuat penulis tertarik untuk
1974, salah satu sumber Pendapatan Daerah aimeneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
dari hasil Perusahaan Daerah, ditetapkan bahwa BUMD  dan  mencari  alternatif-alternatif

Y rciofl il kebijaksanaaifpolicy) untuk memperbaiki kinerja

Asli Daerah (PAD), yang terdifi dari 1) BUMD. Melalui penerapan alteraatif kebijaksanaan

hasii Pajak Daerah, 2) hasil Retribusi tersebut diharapkan BUMD dapat bekrja lebih

Daerah, 3), hasil Penisahaan Daerah, 3) efisien,  produktif,  inenguntungkan.  dan

lain-lain hasil usaha Daerah yang sab; b. ;
Pend Y fay 1<l AT LT meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah, yanglerdiri dari 1) sumbangan

Pemerintah, 2) sumbangan lain yang diatur Untuk keperluan studi kasus ini, penulis
dengan Eﬁ?&‘;ﬁ;‘;ﬁ?&‘ﬁﬁgﬁ?&’ﬁﬂ%ﬁ%ﬁ@ ¢ telah meneliti beberapa BUMD di lingkungan DKI
W. dan Ninik Widiyanti, 1987:199-200). Jakarta. Adapun dasar pertimbangan untuk memilih

BUMD di lingkungan DKI Jakarta sebagai populasi
Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomo penelitian adalah; (1) Di lingkungan DKI Jakarta
Tahun 1962 disebutkan bahwa "si fat Perusah terdapat BUMD dalam jumlah yang besar
Daerah adalah suatu kesatuan produksi yidibandingkan dengan di daerah lain, vyaitu
bersifal.  memben jasa, menyelenggaraksebanyak 34 buah; (2) Bantuk organisasi BUMD di
kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatiingkungan DKI Jakarta memiliki variasi yang
(Depdagri, 1990:11). Dengan demikian dari kedebih lengkap dibandingkan dengan variasi BUMD
peraturan perundang-undangan di alas dzdi daerah lain. Di DKI Jakarta terdapat 3 (tiga)
diketahui bahwa kclompok BUMD, yaitu, (1) kelompok Perusahaan
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Daerah (PD), (i) kelompok Badan Usaha Daerekonomi kedua bentuk BUMD (PD dan PT).
(BUD), dan (iii) kelompok Perseroan Terbala:Selanjutnya peneliti akan mempelajari pengaruh
Perseroan Terbatas Patungan (PT). Dari 34 BUItinggi rendahnya biaya transaksi ekonominya,
yang berada di lingkungan OKI Jakarta dagsehingga patut dijadikan model bentuk organisasi
dirinci menjadi 7 PD, 11 BUD, dan 16 PT-P'BUMD di masa yang akan datang.

Patungan (Pemerintah DKI Jakarta. 1993c:5-9); Secara rinci permasalahan yang menjadi
Total asset BUMD di lingkungan DKI Jakart pusat perhatian peneliti dalam studi ini adalah
menumt data tahun 1993 lebih kurang Fsebagai berikut : (1) Faktor-faktor dominan apa
3.668.507.000.000,- (tiga triliun enam ratus enyang mempengaruhi kinerja PD dan PT ?; (2) Apa
pulunh delapan miliar lima ratus tujuh jutsaja komponen biaya transaksi ekonomi yang
rupiah)adalah suatu potensi ekonomi yang culdikeluarkan oleh PD dan PT ?; (3) Bagaimana
besar apabila dikelola dengan baik (Pemerinpengaruh derajat biaya transaksi ekonomi terhadap
DKI Jakarta, 1993a); (4) Peneliti sebagai apekinerja PD dan PT ?; (4) Bentuk organisasi
pengawas di salah satu instansi Pemerirperusahaan yang bagaimana yang lebih rendah
memiliki akses untuk memperoleh data mengebiaya transaksinya sehingga lebih tepat dibina dan
pengelolaan BUMD di lingkungan DKI Jakart:dikembangkan olen BUMD di lingkungan DKI
dan (5) peneliti berdomisili di Jakarta, oleh kareJakarta?

itu lebih mudah melakukan penelitian, baik darl

segi waktu maupun biaya. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Kemudian, dari 3 (tiga) bentuk BUMD
tersebut, hanya 2 (dua) bentuk BUMD yang dite Penelitan ini pada dasarnya dimaksudkan

yaitu PD dan PT. Kedua bentuk BUMD irsebagai penerapan analisis biaya transaksi ekonomi
sepenuhnya dapat dikategorikan ke dali(transaction-cost economiagituk mengukur tinggi
organisasi bisnis, sedangkan BUD, seperti Bacrendahnya biaya transaksi yang terjadi pada 2 (dua)
Pengelola, Badan Pengembangan Lingkungan, bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, serta untuk
Yayasan, walaupun melakukan kegiatan yemengetahui — faktor-faktor ~ dominan  yang
berkaitan dengan bisnis, tetapi pengoperasianmempengaruhi tinggi-rendahnya biaya transaksi
lebih cenderung ke arah organisasi Dinas aekonomi yang selanjutnya mempengaruhi kinerja
Instansi Pemerintah. kedua bentuk BUMD tersebu.

2. Pemmusan Masalah Apabila tujuan di atas dapat dicapai maka
hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan

Memperhatikan kinerja BUMD yang pad manfaat langsung dan tidak langsung bagi penulis,

umumnya belum memuaskan seperti diuraikbagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi

terdahulu, peneliti ingin mempelajari apa yaimasyarakat, dan bagi instansi Pemerintah (Pusat

menjadi faktor-faktor penyebab tingkat kinerjayaidan Daerah) yang berwenang membina dan

demikian. Pendekatafapproach) yang penulis mengembangkan BUMD.

gunakan untuk mempelajarinya adalah pendekatan

biaya transaksi ekonomi (Coase, 1937; 1913.1 Tujuan Penelitian

Wiliamson, 1979; 1981;1990b; Evan, 1993). Untuk

itu peneliti mempelajari biaya transaksi yang térje Secara rinci tujuan penelitian ini dapat

di dalam BUMD berbentuk PD dan PTdirumuskan sebagai berikut:

Kemudian peneliti juga mempelajari apakah ada a. Mengkaji peraturan perundang-undangan

pengaruh aturan-aturan huk(mres)yang menjadi yang menjadi landasan hukum peng-

landasan hukum BUMD, struktur organisasi operasian PD dan PT;

BUMD,  kerjasama  perusahaan,  proses b. Mengkaji struktur organisasi PD dan PT;

pengambilan  keputusan, struktur kepemilikan c.  Mengkaji kerjasama perusahaan PD dan

modal, hubungan keagenan dan perilaku birokrasi  PT:

yang ada pada perusahaan terhadap tinggid. Menelaah proses pengambilan keputusan di

rendahnya biaya transaksi lingkungan PD dan PT berdasarkan aturan-

aturan(rules)yang menjadi landasan

. 24 rfari 99 halctmmt



beroperasinya kedua bentuk BUMD b.

dimaksud;

e. Mengkaiji struktur kepemilikan modal PD
danPT,;

f. Mengkaji tentang hubungan keagenan yaitu
hubungan antara pemilik (principal) dan
karyawan dari PD dan Ragent);

g. Mengkaji pengaruh birokratisme terhadap
biaya transaksi ekonomi dan selanjutnya
mengkaji pengaruh derajat biaya transaksi
ekonomi terhadap kinerja PD dan PT;

h. Mengidentifikasi komponen-komponen
biaya transaksi ekonomi dari PD dan PT;

I. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang
mempengamhi biaya transaksi ekonomi;

j- Membandingkan biaya transaksi di antra
kedua bentuk BUMD tersebut dan
mengidentifikasi biaya transaksi BUMD
mana yang paling minimal sehingga
dianggap lebih layakfeasible)eksis dan
dikembangkan untuk masa mendatang;

k. Mengukur kinerja keuangan dari PD dan
PT di lingkungan DKI Jakarta berdasarkan
Neraca Perusahaan dan hasil audit
Akuntan Publik dan BPKP selama periode
1990-1994, untuk diperbandingkan dengan
menggunakan analisis rasio.

3.2 Manfaat Penelitian

Sebagaimana dikemukakan di atas, hasil
penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

penulis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

bagi masyarakat, bagi pemerintah ;

a. Bagi penulis. Penelitian ini sangat menarik
perhatian penulis raengingat bahwa BUMD
yang dimiliki oleh 27 Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I dan

Bagi Perkembangan llmu Pengetahuan.
Penerapan analisis biaya transaksi ekonomi
terhadap BUMD sebagai organisasi bisnis
yang berada di lingkungan organisasi
publik. dalam hal ini Pemerintah Daerah,
mempakan salah satu pendekatan yang
relatif baru dan belum banyak
dipergunakan. Dengan demikian penelitian
ini  diharapakan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu
administrasi yang berkaitan dengan
kebijaksanaan publik dan bisnis.

. Bagi Masyarakat. Penerapan analisis biaya

transaksi ekonomi dapat dimanfaatkan
untuk memperbaiki kinerja BUMD dalam
rangka peningkatan keunlungan. yang
selanjutnya akan disumbangkan pada
APBD Tingkat | dan APBD Tingkat Il serta
sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan-
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
keniasyarakatan yang sangat bermanfaat

bagi masyarakat umumnya, apalagi
mengingat BUMD adalah milik bersama
masyarakat Daerah.

Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi salah satu
masukan  penting bagi Pemerintah,
khususnya bagi pejabat atau instansi yang
berwenang mcnetapkan  kebijaksanaan
publik tentang BUMD. Hasil penelitian ini
juga dapat dipergunakan sebagai masukan
dalam rangka penyempurnaan berbagai
peraturan pcrundang-undangan tentang
BUMD, terutama untuk melihat
kesesuaiannya dengan perkembangan dunia
usaha yang semakin bersaing.

304 4. MetodologPenelitian

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 4.1 MetodePenelitian

memiliki asset dengan nilai yang cukup

Penelitan ini menggunakan metode

besar, tetapi hingga sekarang potensinya penelitan deskriptif (descriptive research)
masih tidur dan belum mampu berperan (Faisal. 1989 : 20-21) yang bertujuan untuk
sebagai salah satu sumber pendapatan asl melakukan eksplorasi dan kJarifikasi atas
Daerah. Oleh karena itu peneliti merasa fenomena atau fakta biaya transaksi ekonomi
terpanggil untuk mencari  alternatif  yang terjadi pada BUMD berbentuk PD dan PT
pemecahan guna meningkatkan kinerja dilingkungan DKI Jakarta.
BUMD di masa mendatang.
Dalam penerapan metode deskriptif
dimaksud, penelitimemusatkan perhatian pada:
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(1) biaya transaksi ekonomi yang terjadi pa di mana kedua bentuk perusahaan tersebut
BUMD milik Pemerintah OKI Jakartamewakili bidang usaha (core business) yang sama,
berbentuk PD dan PT; (2) fakta tentaryaitu usaha di bidang konstruksi dan properties,
masalah-masalah biaya transaksi pada BUMusaha di bidang industri pariwisata, dan usaha di

milik Pemerintah OKI Jakarta berbentuk P bidang perdagangan dan jasa.

dan PT; dan dilanjutkan dengari (3)

interpretasi rasional yang memadai (adequé4.4 Populasi dan Sampel

terhadap fakta-fakta dimaksud.

Untuk tujuan tersebut di atas peneliti akan

Populasi penelitian ini adalah 23 BUMD
milik Pemerintah DKI Jakarta yang terdiri dari 7

menggunakan perpaduan beberapa bentuk PD dan 16 PT (Pemerintah DKI Jakarta,

metode deskriptif, yaitu: (1) survey studies:
survey kelembagaan dan analisis dokumenter;
(2) interrelationship studies: studi kasus; (3)
developmental studies: studi pertumbuhan
(growth studies) dengan menggunakan teknik
longitudinal (longitudinal techniques), yaitu
penelitian yang dilakukan terhadap beberapa

1993a:5-7). Sementara itu, teknik penarikan
sampel yang dipergunakan adalah purposive
sampling (penarikan sampel secara sengaja),
yaitu penarikan sampel non-probabilita, di
mana terdapat kondisi yang tidak
memungkinkan bagi peneliti untuk memilih
unit-unit sampel (Malo, 1986:167-168).

obyek yang sama dengan mengurutkan gejala

pertumbuhan dan perkembangannya dari ta
ke tahun dalam kurun waktu tertentu, sehing
dapat ditarik kesimpulan tentang aspek-asj
yang berlaku umum bagi obyek-obyek yal
sejenis.  (Nawawi, 1991:63-78). Denge
perkataan lain, penelitian ini menggunaki
beberapa metode secara simultan, yaitu sul
kelembagaan, studi kasus, dan st
pertumbuhan dengan teknik longitudinal.

4.2 Teknik pengumpulan Data ko
Untuk memperoleh data dan informasi

yang dibutuhkan dalam penelitian in

dipergunakan beberapa teknik pengumpule sampel secara sengaja dilakukan dengan
data berikut: a.Teknik Komunikasi Langsung bahwa - peneliti

(Interview b
dan Questionnaire); b. Teknik Pengamat:Pe
c.Teknik/Studi Dokumentasi (Nawawi,
1991:110-133).

4.3 Ruang Lingkup Penelitian

pariwisata;
usaha perdagangan dan jasa; b. Perseroan Terbatas

Jumlah sampel penelitian ini adalah 6 (enam)
BUMD dengan nncian 3 PD dan 3 PT. Perincian
keenam BUMD yang menjadi unit-unit sampel
tersebut adalah: a. Perusahaan Daerah: (i) PD
Pembangunan Sarana Java dengan bidang
usaha konstruksi dan properties; (i) PD Wisata
Niaga Jaya dengan bidang usaha industri
(iii) PD Pasar Jaya dengan bidang

(i) PT Pembangunan Jaya dengan bidang usaha
nstruksi dan roperties; (i) PT Pembangunan Jaya
Ancol dengan bidang usaha industri pariwisata;

dan (iii) PT Food Station Cipinang Jaya dengan

bidang usaha perdagangan dan jasa. Pemilihan
alasan
ingin membandingkan 2 (dua)
bentuk BUMD, yaitu PD dan PT milik
merintah DKI Jakarta. Unit-unit sampel yang
dipilih  diharapkan dapat mewakili semua core
business yang ada pada kedua bentuk BUMD
tersebut.
terdahulu,

Sebagaimana  diuraikan

berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Ruang lingkup penelitian biaya transak Kh

usus lbukota Jakarta Nomor 849 Tahun 1994,

ekonomi pada BUMD milik Pemerintah OK ada 5 (lima) kelompok bidang usaha BUMD milik

Jakarta ini mencakup kerangk Pe
hukum,pengorganisasian transaksi, hubun¢pe

merintah DKl Jakarta, vyaitu (1) usaha
rdagangan dan jasa, (2) usaha konstruksi dan

keagenan, kadar birokratisme dan implikasir properties, (3) usaha perbankan dan lembaga

terhadap kinerja BUMD.

keuangan, (4) usaha pelayanan umum/utilitas, (5)

usaha industri pariwisata (SK Gubernur KDKI
Unit analisisnya adalah biaya transaks Jakarta No. 849, 1994). -

ekonomi pada kelompok PD dan kelompok PT.
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Pada BUMD yang berbentuk PD. kelim5. Landasan Teori

bidang usaha tersebut semuanya ada. Te

pada BUMD berbentuk PT hanya terdapat5.1. Pengertian Biaya Transaksi

(tiga) bidang usaha, yaitu (1) usaha konstruksi

dan properties, (2) usaha industri pariwisa Sebagaimana dikatakan olch Milgrom dan Roberts

(3) usaha perdagangan dan jasa. Dua bid(1990:57) studi ekonomi di bidang organisasi dan

usaha lainnya lidak terdapat pada BUMmanajemen adalah bidang studi relatif baru yang

berbentuk PT, yaitu (1) usaha perbankan cberupaya menganalisis stniktur internal dan

lembaga keuangan dan (2) usaha pelayabekerjanya organisasi ekonomi, kegiatan bagian-

umum/utilitas. bagian di dalam organisasi, dan hubungan

manajerial di antara mereka baik melalui

Olch karena itu, untuk menjamirmekanisme pasar ataupun melalui mekanisme

ketepatan(accuracy) perbandingan di antar:lainnya, sampai dengan hal yang lebih luas lagi

kedua bentuk BUMD tersebut, penelimengenaiorganisasi.

menetapkan bahwa pembandingan haPcndekatan yang terpenting mengenai hal tersebut

dilakukan terhadap PD dan PT dengan bididi atas adalah ‘transaction-cost economies'

usaha yang sarna, yaitu (1) usaha perdagarsebagaimana  diperkenalkan oleh  Coase

dan jasa, (2) usaha konstruksi dan propert(1937:1960) dan dikembangkan lebih lanjut oleh

dan (3) usaha industri pariwisata. beberapa pakar lain, dan yang terutama adalah

Oliver E. Willamson (1975:1985). Inti teori Coase

Dengan menggunakan teknik dan melamengatakan bahwa aktivitas ekonomi cenderung

proses seperti tersebut di atas. BUMD midiorganisir secara lebih efisien. oleh sebab itu
Pemerintah 'DKI Jakarta yang dipilih sebackeinginan untuk memaksimalkan jumlah kekayaan
sampel studi ini adalah seperti tertera dalam te adalah menjadi tujuan. Dalam hubungan ini, ada

berikul: dua amcam bias a yang baisanya dapat diideniffisir,
yaitu biaya produksi dan distribusi fisik dan biaya
pertukaran.

Popuks Sample

Penisahaan Daerah

Perseroan Terbatas

Penisahaan Da«rah

Perwoan Totatas

1. PD Ail Minum Jaya

2. PD Pembangunan Sarana Jaya
3. PD Dhannft Jay

4. PD Wisata Niaga Ja

5. PD Pasar Ja

6. PD Pengolahan Air Limb:

7. Bunk DK

L.PT Food Station
Tijipiiiang Jaya

2. PTJIE

3.PT Pembanaunan J
4. PTDetta Jakar

5 PT Bwnu Grafika Ja)
6. Alumindo Pettas

7.PTKBN
8.PT Deteminan Indah

9. PT RtHax Armada

10, PT Rheemindo

11. PT Abataii Surya Jaya

12. PTCemaniToka
13.PTPakuan

14. PT Pembangunan Jaya Ancol
15. PTGrahft Sari Suryajaya

16. PT Pulomas Gemala Mison

1. PD Pembangunan Saiana Jaya

2. PDWisataNiagaJa
3. PD Pasar Jaya

t. PT Food Station Tjipinang Jaya

2. PT Pembangunan J

3 PT Pembangunan Jaya Ar
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Kedua macam biaya tersebut dapat dibedakan Defmsi biaya transaksi telah dikemukakan oleh
dipisahkan, oleh karena itu hipotesis tentabanyak orang, antara lain oleh Kirchner dan Picot
efficiency adalah bagaimana meminimalkan biz(1987) yang mengatakan bahwa biaya transaksi
transaksi. Maksudnya penentuan bagian-ba¢adalah:

kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam cost that arise from defining
h tau di pasar, tergantung dari apakah ~ 9°0ds and  services  and
perusahaan atau di p » Lerg go AP enforcing exchange.
transaksi yang dilakukan di pasar lebih efisien Transaction cost imply all the
dibandingkan dengan apabila dilakukan di dalam resources that have to be
sacrificed in order to arrive at
perusaaan. mutually acceptable agreement
for _exchange of goods or
Pendekatan ini mengandung dua masalah Sent/_'CES(g,iLV\tfi%ezé\lf\;% Ofog‘r?rf]e
. . parties (di
konseptual, yaitu biaya total (total cost) suatu 19902:184),

perusahaan tidak dapat dinyalakan seperti
menyatakan jumlah biaya produksi, karena bi¢Oliver E.  Wiliamson  (1975;1979;1985)
produksi hanya tergantung pada teknologi dmengajarkan bagaimana harus memilih mekanisme
bahan baku yang dipergunakan, sedangkan bpertukaran, yang disebutnya sebagai 'governance
transaksi hanya dapat ditentukan oleh cistructure of transaction' agar biaya transaksitdapa
transaksi itu diorganisir. Pada umumnya keddiminimalkan. Menurut Williamson (1979), untuk
macam biaya tersebut harus dipertimbangtmemahami seluk-beluk transaksi atau pertukaran,
bersama-sama. Organisasi yang efisien tidak hemaka harus diketahui 'the crucial dimensions of
dengan cara meminimalkan biaya transaksi, transactioh Dimensi-dimensi krusial ~ transaksi
tersebut terdiri dari spesifitas aset, frekuensi
Jika lembaga atau peraturan yang ada men kchecrulangan transaksi dan  ketidakpastian.
efisien, seseorang dapat mengatakan balKombinasi antara ketiga dimensi ini memunculkan
kesimpulan itu terlalu sederhana karena pengaberbagai struktur pengaturan transaksi.
yang bersangkutan tidak mengenali semua biaya-
biaya transaksi yang relevan. Maka unt'Transaction-specific investment adalah transaksi
memperkuat teori dan kemampuan peramalan tyang nilai investasinya akan jatuh, karena itu
tersebut yang bersifat spesifik, penegmbangan tmerugikan kedua belah pihak yang bertransaksi,
biaya transaksi ekonomi telah memusatkbilamana salah satu pihak niemindahkan hubungan
perhatian untuk mengidentifisir komponeitransaksionalnya dengan pihak lain. Bila A
komponen biaya transaksi yang utama cmelakukan transaksi dengan B, dan apabila dalam
bagaimana mereka mempengaruhi  bentransaksi tersebut nilai investasi A akan jatubapad
organisasi yang efisien. saat niemindahkan transaksinya dengan C
(demikian pula yang akan terjadi jika B yang
Untuk tujuan itu Milgrom dan Roberts (1990:5¢melakukan pcmindahan transaksional), maka
menambahkan dua elemen penting ke dalam tinvestasi transaksi spesifik antara A dan B terjadi
transaction-cost economies' yaitu (1) bargainiMenurut Williamson (1979) transaksi semacam ini
cost, (2) influence cost. disebut idiosyncratic.

gg:ﬁﬁggnbﬁ‘)"gjkplk:’;:'ilingdﬂigkuiichf:ggggg” Struktur pengaturan untuk transaksi spesifik atau
pertukaran dapat dilakukan antar orang. antar-orang transaksi idiosinkratik rentan terhadap frekuensi

dan lembaga, antar masyarakat dan antar negara. keberulangan dan kepastian transaksi. Meskipun
dari seqi frekuensi peftukaran dapat berlangsug sa— demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
ali atau berulangkali. dari segi cara pertukaran - . . .

dapat terjadi pertukaran antar pihak yang saling S_emakln sering pengmangan tra_msak5| dan makl_n
otonom (market mechanism of exchange) dan dapat  tinggi ken dak-past lan. semakin perlu transaksi

juga antar pihak yang sama-sama terikat dalam  gpesifik dijalankan dalam organisasi hierarkhies.
organisasi (hierarchies).
. 28 4nri



5.2. Jenis-jenis Biaya Transaksi Ekonomi 3.

Bagaiamanpun baik dan tepatnya struki
pengaturan dipilih. biaya transaksi akan tetagk tic
tcrhapuskan. biaya transaksi akan tetap tic

terhapuskan kecuali asumsi-asumsi yang melan4-

pendekatan ini tidak terbukti lagi secara empir
yaitu imperfect information, bounded rationalit
dan opportunistic behaviour, dengan demiki
identifikasi jenis-jenis biaya transaksi tergantul

pda bagaimana orang meilah-milah mekanis .

pertukaran. Menurut Kirchner dan Picot (1987:€

terdapat kesepakatan yang cukup luas tenl®6.

komponen-komponen umum biaya transaksi ya
(1) biaya pencarian informasi, (2) biaya pembua

kontrak (negosiasi dan formulasi kontrak). (3) hia /-

monitoring (pengecekan kualitas, kuantitas, har
ketepatan waktu pengiriman, keamanan). dam
biaya adaptasi (seiama pelaksanaan kesepakatal

8.

6. Hasil temuan

Penggunaan struktur fungsional atau struktur
matriks pada suatu BUMD, sedang penggunaan
struktur matriks yang dikombinasikan dengan
the holding company structure menunjukkan
korelasi positif dengan kinerja perusahaan.
Kerjasama perusahaan (jangka panjang) dengan
pola ‘'myriad hybrid organizational' atau
'keiretsu' belum banyak dipergunakan oleh
BUMD di lingkungan DKI Jakarta, kecuali PT
Pembangunan Java.

Pengaruh birokratisme pada PD lebih besar
ketimbang pda PT.

Biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi
ekonomi pada kelompok PD lebih besar
dibandingkan dengan pada kelompok PT.

Masalah keagenan terjadi baik pada PD
maupun PT dan terlihat keinginan yang besar
dari para manajer utnuk memperbesar laba yang
ditahan dalam rangka investasi yang mereka
kendalikan.

Kinerja BUMD berbentuk PD lebih rendah
ketimbang BUMD berbentuk PT. Sebagai

saran dalam penelitian ini antara lain:

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja P 1.

lebih rendah dibandingkan dengan kinerja P
yang dibuktikan dengan penampilan PD ya
kurang baik dibandingkan dengan PT dalam |

angka rata-rateRate of Return on Investmer 2.

(ROI), perkembangan aktiva, laba. kontribu

kepada APBD dan opini Akuntansi Publik ate3.

BPKP per tahun. Dapat disimpulkan bahwa Bia
Transaksi Ekonomi (BTE) dari PD lebih tinggi da
Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) dari PT.

Kinerja PD yang lebih rendah dibandingkan kine 4-

PT dibuktikan dengan angka rata-rata ROI f
tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,¢

angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun .

sebesar 23,49% dan PT sebesar 38.74%; ar
rata-rata perkembangan laba bersih per tahun:
sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan of
Akuntansi Publik dan BPKP dengan nila sebe:
1,92 untuk PD dan 2.75 untuk PT. Selain itu diketa

bahwa: 6.

1. Kerangka hukum BUMD berdasarkan UU nom
5 tahun 1962 tentang PD tidak sesuai [¢
dengan kebutuhan BUMD di lingkungan Dk
Jakarta. 7

2. Sentralisasi proses pengambilan keputu

BUMD di tangan ‘birokrasi’ meningkatkar
biaya transaksi ekonomi.

Kerangka hukum BUMD perlu dievaluasi,
diregulasi dan deregulasi agar berfungsi sebagai
' i nst itutional arrangement' yang efisien dan
efektif dalam menjalankan kebijakan publik.

Meningkatkan desentralisasi pengambilan
keputusan BUMD.

Menyempurnakan struktur organisasi BUMD
sesuai kebutuhan usaha (corporate strategy)
seperti  struktur  multidivisi, the holding
company structure, strategic business units dan
networks.

Meningkatkan kerjasama perusahaan (jangka
panjang) dengan pihak ketiga dengan pola
'myriad hybrid organizational' atau 'keiretsu'.

mengurangi birokratisme pada PD dengan cara
mengurangi jumlah pegawai dengan status
PNS;  mengakhiri pemberian eselonering;
meningkatkan enterpreneurship; memperbaiki
pola karir; dan meninjau ststus BUMD sebagai
perangkat Pemerintah Daerah Tingkat I.

Meningkatkan transparansi dan pengawasan
terhadap pengelolaan ekuangan BUMD
terutama terhadap biaya-biaya yang berpotensi
sebagai biaya transaksi ekonomi.

Meningkatkan pengendalian perilaku 'street
level bureaucracy’ dan mengkaji ulang
masalah "separation of ownership and control'
pada BUMD. *
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8. Menerapkan pendekatan biaya transal0. Membentuk lembaga (Dinas) di lingkungan
ekonomi  khususnya dalam menanga DKI Jakarta yang mempunyai fungsi lini dan
permasalahan BUMD, dan umumnya dala  bekerja secara profesional dalam membina
menangani permasalahan Pemerintah Daerah.  BUMD.

9.  membenahi manajemen BUMD secara BUMD
komprehensif yang mencakup intellectual
agenda (vision, strategic intent dan business
startegy positioning and  organization),
management agenda (struktur, dsb) dan
behavioural agenda (mlai. etik, dan skill

perusahaan).
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